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ABSTRAK

Upah dalam beberapa literatur figih sering dibahaskan dengan ajran,
ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh tani
sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan
bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi
pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan
muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para
buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan
buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah. Pelaksanaan
upah buruh tani dilakukan antara pemilik sawah dengan para buruh tani dengan
cara penangguhan pembayaran upahnya sampai pada saat masa panen tiba.
Sementara terdapat hadits yang mengatakan, “Berikanlah upah sebelum
keringatnya kering.” Intisari yang terkandung dalam hadits ini adalah anjuran
untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus
diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam bekerja.

Penelitian ini termasuk dalam Kkategori penelitian lapangan (Field
Research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif-empiris dengan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Tukon Beras yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan
sistem Tukon Beras yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede
Kabupaten Boyolali merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi
dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai pada saat
masa panen tiba, dengan mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil
panen dan kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja
yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum
Islam diperbolehkan karena di dalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari
kedua belah pihak dan memang sudah menjadi Adat atau Urf bagi masyarakat
setempat yang sering dilakukan. Adapun kaitannya dengan praktik ujrah yang
terjadi selama ini adalah sebuah tradisi yang sudah lama, dengan sistem kerja
yang dimulai dengan tandur sampai waktu panen. Kalau dilihat dari sisi akadnya
memang sistem kerja tersebut jelas, karena yang sering dipraktikkan oleh
masyarakat dalam bekerja menggarap sawah. Sistem kerja buruh tani tersebut
memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat dan tradisi tersebut dianggap
tidak menyimpang di dalam syari’at Islam karena pihak pemilik sawah dan buruh
tani tidak saling merasa dirugikan.

Kata Kunci : Sistem, Tukon Beras, Tinjauan, Hukum Islam
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BAB |
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG

Upah dalam beberapa literatur figih sering dibahaskan dengan ajran,’
ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu
sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem
pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah
ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak
penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini
berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih
dianggap rendah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara pemilik
tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya
pada saat panen tiba. Sementara terdapat hadits yang mengatakan, “Berikanlah
Upah Sebelum Keringatnya Kering”. Intisari yang terkandung dalam hadits
tersebut adalah anjuran untuk menyegerakan pembayaran upah, karena upah
merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan
kewajibannya dalam bekerja.

Upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan (ajr al-misli)

yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak ada

"Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), him. 117



unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan
tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah
pekerjaan selesai dikerjakan.

Hadits Nabi :

(rlo o olgyy 2652 Cad 31 5 320 25V ket

Artinya : “Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu
Majah)
Firman Allah :

:}A‘)o}‘ /)o«bvgjw‘)/‘ :)L-;

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq : 6)

Dalam rangka penetapan upah peranan Adat dan Urf suatu daerah sangat
dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik kehidupan
tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga menurut Imam
Mahdzab dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan atau
adat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas
perilaku penduduk Madinah, Imam Syafi’i yang terkenal dengan Qaul Al-
Qadim dan Qaul Al-Jadid dan sebagainya.

Hukum yang diterapkan oleh syari’at semata-mata hanya untuk mengatasi
segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia.
Oleh karena itu untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam

penyusunan skripsi ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada

*Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra, (Beirut :
Darul Al-Fikr, t.t) Il : 84-85, hadits no. 2483



prinsip kemaslahatan (maslahah-mursalah). Untuk mewujudkan manfaat dan
menolak kemafsadatan, kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun
jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan sesuai dengan perkembangan serta
kondisi masyarakat.

Upah dalam Islam dikategorikan ke dalam wilayah ljarah. ljarah dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu ljarah yang bersifat manfaat (ljarah al-
a’yan) dan ljarah yang bersifat pekerjaan (ljarah al-a’mal). Iljarah manfaat
adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua
dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau
upah. Sedangkan ljarah pekerjaan adalah akad dimana pihak pertama
mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan
pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Tagyudin An-Nabhani memberikan pengertian bahwa ljarah Al-4’mal
adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh
pihak musta jir (orang yang mengontrak tenaganya) serta pemilikan harta dari
pihak musta jir oleh seorang ajir. ljarah merupakan transaksi terhadap jasa
tertentu dengan disertai konvensasi yang berupa imbalan.® ljarah atas
pekerjaan atau upah mengupah berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung
unsur jual beli jasa, seperti tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang
lainnya. Dalam hal ini, perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh
manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah atau imbalan

kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya atau buruh.

3Taqyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, cet. Ke-IV (Surabaya :
Risalah Gusti, 1999) him. 83



Sedangkan menurut Sudarso, membagi ljarah menjadi dua jenis yaitu
ljarah Al-4’yan adalah bahwa yang menjadi objeknya yaitu manfaat dari benda
atau binatang yang disewanya dan ljarah Al-4 'mal adalah bahwa yang menjadi
objeknya yaitu dari pekerjaan manusia.®

Dari kedua pendapat di atas memberikan pengertian bahwa pembagian
ljarah tersebut sebenarnya sama, yaitu : pertama, memberi imbalan karena
mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakannya. Di sini lebih
menekankan ke dalam akad sewa-menyewa. Kedua, pemberian imbalan atau
upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di
sini lebih menekankan pada akad upah-mengupah.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar
wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi dengan
irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang mengalami gagal
panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, hampir mayoritas
masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam
kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di Desa
Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa
panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama,
dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang
mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah menjadi kesepakatan (akad), pihak

pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani

4Sudarso, Pokok-Pokok Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), him. 426



yang biasanya kaum perempuan. Kemudian para buruh tani bekerja mulai dari
babut (mencabut benih padi di persemaian untuk di tanam), kemudian
dilanjutkan dengan tandur (menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah
dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut
aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang
biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan.
Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi
para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam
pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan.
Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak
ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi
menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil
panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan
sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. Masa
kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai pukul 4
sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur. Kemudian setengah hari
dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur tiba. Untuk menghitung
besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh, pihak pemilik sawah
biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa
kerjanya. Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen

biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena



mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah
pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan
keadaan yang terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal tersebut.
Diantaranya Desa Jatirejo, Desa Tegalrejo dan Desa Trayon. Di wilayah Desa
Jatirejo mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Setiap hari selalu pergi
ke sawah untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Para petani bekerja di
sawah milik majikan untuk menerima upah sebagai balas jasa majikan terhadap
petani. Upah tersebut diberikan kepada petani sebgaimana mestinya. Akan
tetapi upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa
Tegalrejo juga sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Setiap hari
para petani melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani bekerja di
sawah pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan perintah pemilik
lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka diberikan imbalan
atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun pemberian upah
tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Trayon adalah
sebuah desa yang sekelilingnya adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa
tersebut adalah seorang petani yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan
pekerjaannya di sawah milik majikannya. Para petani bekerja mulai dari awal
hingga selesai pekerjaannya. Para petani tersebut kemudian menerima upah
dari majikannya setelah selesai dari pekerjaannya. Akan tetapi pemberian upah

tersebut dilaksanakan pada saat masa panen tiba.



Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak
ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara
langsung melainkan degan cara penangguhan pembayarannya di akhir masa
panen tiba. Di lain pihak, buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja
yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau
pemilik lahan.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Tukon Beras di Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tukon Beras di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan sistem tukon beras yang ada di Desa Tegalsari
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem tukon beras
di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
2. Manfaat penelitian
a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya
dalam Hukum Islam (Mu amalah).
b. Kajian ini diharapakan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam
rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam upah buruh tani

yang sekarang masih dirasa minim.



D. TELAAH PUSTAKA

Kajian tentang upah buruh tani atau pekerja telah dilakukan penelitian oleh
peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain : Deni Nuryani yang mengkaji tentang
penangguhan upah dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam Hukum Positif”. Dari hasil
penelitian menerangkan bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai sudut
pandang hukum Islam tentang upah minimum yang pembayarannya
ditangguhkan atau ditunda karena beberapa faktor.> Selanjutnya Utlihati
Furosatun dalam skripsinya yang berjudul, “Studi Komparatif antara Upah
menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional.” Dalam skripsi ini
membahas tentang konsep upah secara umum menurut ekonomi Islam dan
konvensional, menjelaskan persamaan dan perbedaannya.®

Heri Setiawan dalam skripsinva yang berjudul, “Upah Pekerja/Buruh
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam
tentang standar upah yang layak.” Thorigq Sholikhul Karim dalam skripsinya
yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan
(Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang).” Dari hasil penelitian
menunjukkah bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Karya Toha

Putra Semarang dijelaskan hanya sekilas saja. Hal ini dikarenakan pihak

>Deni Nuryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam
Hukum Positif,” Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

®Utlihati Furosatun, “Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan
Konvensional,” Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

"Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,”
Yogyakarta, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.



perusahaan yang menutup diri.® Afifah Nurul Jannah dalam skripsinya yang
berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di
Masjid Agung Jawa Tengah.” Hasil penelitiannya yaitu sistem upah yang
ditetapkan dalam dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid
Agung Jawa Tengah meliputi gaji pokok, pensiun, tunjangan pengabdian,
tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pangan, tunjangan anak.’

Setelah penyusun meneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu
terhadap judul skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan dalam pengupahan terhadap buruh tani yang ada di Desa Tegalsari
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field
Research) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian
untuk memperoleh data-data yang diperlukan.®

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum
normatif-empiris. Karena penelitian hukum normatif-empiris ini pada
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum

normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

8Thoriq Sholikhul Karim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi
Kasus di PT. Karya Toha Putra Semarang), Semarang, Fak. Syari’ah, IAIN Walisongo, 2015.

°Afifah Nurul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di
Masjid Agung Jawa Tengah,” Semarang, Fak. Syari’ah, IAIN Walisongo, 2014.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. Ke-13 (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), him.
10
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(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi di masyarakat.'

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian dengan cara
menggambarkan secara objektif terhadap masalah yang ada dalam penelitian
dan bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi serta pelaksanaan sistem
tukon beras di Desa Tegalsari. Kemudian dinilai dalam Hukum Islam (Figh)
untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya di masyarakat.

3. Sumber Data
Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari
tangan pertama).*? Penyusun memperoleh data primer melalui buruh
tani yang bekerja di sawah dengan cara memberikan beberapa
pertanyaan kepada mereka atau wawancara langsung dengan buruh
tani tersebut.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang
sudah ada.’® Penyusun memperoleh data sekunder melalui majikan
atau sang pemilik lahan sawah tersebut agar bisa mengetahui
bagaimana mereka bekerja setiap harinya.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mempunyai bahan rujukan guna

mendukung argumentasi peneliti. Adapaun bahan rujukan tersebut, yaitu :

11Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Univesitas Indonesia,
1984), him. 252

Ysaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), him. 91

“Ibid, him. 91
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1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim.* Bahan hukum yang
digunakan adalah Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang

tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer
yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau
ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.*

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan meberikan
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.’® Bahan
hukum vyang digunakan adalah  Undang-undang tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan
pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan.

5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
pengambilan sampel melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Ypeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
1984) him. 93

“Ibid, him. 93

“®Ibid, him. 94
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Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-
fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.*’
Dalam observasi ini penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya
dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan
oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat dan menggambarkan yang selengkapnya mungkin mengenai
hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam
judul skripsi ini.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi
dengan bertanya secara langsung kepada responden.'® Interview ini
ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang
digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan
sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar
dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.*
Kemudian penulis melakukan wawancara secara acak dan
menemukan ada 16 orang yang terdiri dari 6 orang sebagai pemilik

sawah dan 10 orang sebagai buruh tani. Adapun yang diwawancarai

YIbid, him. 19

®Ibid, him. 192

YSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. Ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), him.
229
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tersebut yaitu Bp. Muhyidin, Bp. Masykur, Bp. Suparno, Bp. Ahmadi,
Bp. Slamet, Bp. Sumarno, Bp. Sajadi, Bp. Agus, Bp. Wahyudi, Bp.
Kiplani, Bp. Suparji, Bp. Maksudin, lbu Fatimah, Ibu Sumiyati, Ibu
Sumini dan Bp. Sutrisno.

¢. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda,
dan sejenisnya.’’ Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi
ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari
metode sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh
penulis yaitu data statistik Desa Tegalsari.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan
teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-
angka) dianalisis dengan norma-norma Hukum Islam. Menggunakan
analisis deduktif dan induktif.”!

Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif,

yaitu:

1. Reduksi data

“Ibid, him. 234

21Dedukt‘if merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam hal-hal
yang bersifat khusus, sedangkan induktif adalah sebaliknya yaitu analisis yang berangkat dari hal-
hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Lihat Saifudin Azwar, Metode
Penelitian, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 41
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Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu.??> Reduksi data bisa dilakukan dengan
jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat
rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu
dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan Kkata lain
proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus
saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti
dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.?® Hal ini
dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses
penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan
penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.
Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan
data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan
pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya : UNESA
University Press, 2007), him. 32
ZIbid, him. 33
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Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses
analisis data. Pada bagian ini peneiti mengutarakan kesimpulan dari
data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan,
persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan
dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek
penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep
dasar dalam penelitian tersebut.?*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari
beberapa sub bab, yaitu :

Bab | : yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi
secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab Il : untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan Hukum Islam
terhadap upah buruh. Maka pada bab ini akan dibahas definisi ujrah, dasar
hukum ujrah, rukun dan syarat ujrah, macam-macam ujrah, prinsip ujrah,
sistem pemberian ujrah atau upah dan berakhirnya ujrah.

Bab 111 : berisi tentang pelaksanan sistem tukon beras yang ada di Desa
Tegalsari, dengan sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah penelitian

di antaranya letak geografis, demografis (masyarakat), dan sebagainya. Sub

*Ibid, him. 34
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bab kedua adalah pelaksanaan sistem tukon beras yang ada di Desa Tegalsari
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Bab IV : analisis pelaksanaan sistem tukon beras yang ada di Desa
Tegalsari baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara
pemilik lahan dengan buruh.

Bab V : adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang
kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran

atau masukan.

16



BAB I
TEORI TENTANG UJRAH
A. Definisi Ujrah

Lafal ujrah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan.
Ujrah merupakan salah satu bentuk kegiatan bermu ’amalah dalam memenuhi
keperluan hidup manusia.' Secara terminologi ada beberapa definisi tentang
ujrah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, ujrah adalah akad untuk membolekan
pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang
disewa dengan imbalan.

2. Menurut Ulama Malikiyah, ujrah adalah nama bagi akad-akad untuk
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkan.?

Manusia diciptakan olen Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa
hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk
kegiatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah, yang
dalam figh Islam disebut ujrah.

Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa ujrah adalah suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemanfaatan dapat
berupa manfaat suatu benda dan manfaat dari suatu pekerjaan.® Sedangkan

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ujrah dengan akad yang objeknya

'Ghufran A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2002), him. 181

’Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), him. 114

3Sayyid Sabiiq, Figh Sunnah, lilid 3, (Kairo: Dar al Fath, 1995), him. 209

16
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adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu. Hal ini sama dengan menjual
manfaat.*

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam
Bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau
kekuatan. Lebih tepatnya konsep ujrah atau al-ajr wa al-umulah sendiri dapat
didefinisikan sebagai Imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong
jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai ujrah yang harus
dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadits nabi.

B. Dasar Hukum Ujrah

Ibnu Ruysd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf
maupun khalaf menetapkan boleh terhadap hukum ijarah (ujrah).” Kebolehan
tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat
dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

1. Di dalam surat Al-Bagarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap
seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang

meyusui anaknya :

jSjz;cua)w \g\)\uduﬁﬁtsug{;umj\ug;z;ujsb
bl L'e-iwj V) Gudh Gl Y oy paally i3S ety A 2515l
‘J\J‘UDJJJML_UUS\LAL} ﬂ_y ddjﬂ}ﬁ‘)f}&ﬂ_yaﬂ u
o eJJJ‘ ol 1—4@—'39 chs i BYF Leia Ll i e Y
\}ubuwusw \gu(@“u\(,ﬂ;cu;)aesw\}mw

js.wm&su\\fsc\“*

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

*TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah, cet. Ke-3, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 2001), him. 94
*Ibid., him. 123
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kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apaila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerj akan.”®

. QS. At-Thalag ayat 6

a

u\jug_dc\M&i”L;A‘X)eSh; ) (‘;A.\Sut_u;uAuA‘}.\Su\
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Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu ran janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) merc..a. Dan jika istri mereka (istri-istri yang
sudah ditalag) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka upahnya,
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan
jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.”7

. QS. Al- Qashash ayat 26
u.m‘)[\ d}d‘ L.\J;A;u\w)nu\ DM\ c_ul_a\.q.@gh\ d\ﬁ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu bekata : “Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesunguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”8

. As-Sunnah : HR. lbnu Majah al- Thabranl dan al-Tirmidzi
51 ghatd Jup;/u, mum@.n 35 uum,\.;u;

(OL>-L,4 u.;\ o\j)) MJ.C d.; d\ Jj_; 873

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 38
"Ibid., him. 559
®Ibid., him. 388
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Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda :
“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering
keringat mereka. (HR. Ibnu Majah)®

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan
penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian
imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi

yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas

bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam :

~

asdy Lefy csasi log <6 ulﬁagj\ 8] OUER w‘u’
(oo ol 853
Artinya : “ Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berbekam dan
memberikan kepada tukang bekam upahnya.” (HR. Ibnu Majah no.
2164)"°
5. Ijma’

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada
beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak
dianggap.™

Dari beberapa dasar hukum ujrah yang telah disebutkan di atas
yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah dan [jma’ telah diketahui dengan jelas tentang
kebolehan terhadap hukum tentang ujrah dengan berbagai penjelasan-

penjelasan yang sudah ada.

C. Rukun dan Syarat Ujrah

*Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunar .onu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra, (Beirut :
Darul Al-Fikr, t.t) Il : 84-85, hadits no. 2483

'%hahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtasor Sama’l no. 309. Him. 189

Ybid., him. 117
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1. Syarat-syarat Ujrah
Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang
berkaitan dengan ujrah sebagai berikut :

a. Ujrah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi
terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu, rasa
kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap
kepentingan umum.

b. Ujrah harus berupa mal mutagawim dan harus dinyatakan secara jelas.*?
Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena ujrah
merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan
harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah
makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung
unsur jihalah (ketidakpastian).

c. Upah harus berbeda dengan objeknya. Mengupah suatu pekerjaan
dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi
persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan
pada praktek riba.** Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun
rumah dan upahnya berupa ba’ Y bangunan atau rumah.

d. Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis
sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang
dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena

persamaan jenis manfaat, ! @@ masing-masing itu berkewajiban

21bid., him. 186
Bibid., him. 186-187
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mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan
tenaga seseorang tersebut.™
Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari
pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk
mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah
menetapkan syarat upah, yaitu :
a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah
penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.*®
Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau
kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme
kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar
didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.*®
Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur’an maupun Sunnah mengenai
hal mengupah adalah para musta jir harus memberi upah kepada mu ‘ajir
sepenuhnya atas jasa yang diberikan. Sedangkan mu ajir harus melakukan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-
syarat ini dianggap sebagai k  ralan moral baik dari pihak musta’jir

maupun mu ‘ajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.*’

Y“Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Mahdzab (Al-Figh ‘Alal Mahdzab ibil Arba’ah), juz
IV, (Semarang : CV. As-Syifa’, 1994), him. 129

BIbid., him. 129

'®jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, Al-Jamius Sagir, Juz Il, (Darul Fikr,
t.t), him. 186

YIbid., him. 187
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Dari beberapa syarat yang telah disebutkan di atas mengenai ujrah

telah memenuhi syarat sebagai kebolehan pengambilan upah dari

pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja.

2. Rukun Ujrah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang

yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat :

a.

b.

Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,
sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat
dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.

Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.

Wujud upah harus jelas.

Waktu pembayaran upah harus jelas. *2

Jumhur ulama memandang rukun sebagai unsur-unsur yang

membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat

esesnsial, artinya apabila rukun  ak dipenuhi atau salah satu diantaranya

tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut

jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu :

a. Agid/pelaku akad ( mu jir dan musta jir)

B1pid., him. 12
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Merupakan orang yang menerima dan meberikan upah dan yang
menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad
telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum.
Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Tidak
boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil
karena hukumnya tidak sah.

. Barang yang bermanfaat (Ma 'qud ‘alaih)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa
Syarat, yaitu :

1.) Barang tersebut dapat diserahterimakan.

2.) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya.

3.) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara’
dan bukan yang dilarang (diharamkan).

4.) Barang tersebut kekal zat-nya.

Barang yang diakadkan

Terdapat barang yang akan diakadkan
. Sighat (ijab gabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah
diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sighat akad
dinyatakan dalam ijab dan gabul dengan ketentuan :

1.) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.

2.) Antara ijab dan gabul harus terdapat kesesuaian.
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3.) Pernyataan ijab dan gabul itu harus sesuai dengan kehendak
masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Setelah diketahui beberapa rukun tentang ujrah yang telah ada,
bahwasanya suatu akad tersebut bisa terlaksana dengan baik karena
telah memenuhi beberapa rukun yang telah ada dan tidak ada yang
merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.

D. Macam-Macam Ujrah
Terdapat macam-macam ujrah atau upah yaitu :
1. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan
yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari
rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan,
penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaan. Seperti upah
dari mengajarkan Al-Qur’an, upah jasa menyusui, upah tukang bekam,
upah dari jasa menjahit, dan sebagainya. Karena upah yang halal dapat
membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk
berbagai hal. Seperti digunake  1tuk menafkahi keluarga, bersedekah,
menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari
perbuatan penggunaan upah y:  halal tersebut, ia mendapat balasan
berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam
upah yang diperbolehkan yaitu :

a. Upah sewa-menyewa tanah
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Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan
kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,
kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang
dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
dinyatakan fasid (tidak sah).™

b. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan
lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya.
Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau
ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.”’

c. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal penyewa, atau
penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau menyewakan kembali. Diperbolehkan dengan
syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain
itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah
tersebut, sesuai kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.”*

d. Upah pembekaman
Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang

dengan cara menghirupnya ngan bantuan alat.?”> Usaha berbekam

“Ibid., him. 30

®Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), him. 133

*Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta :
Sinar Grafika, 1994), him. 56

2lbnu Mas’ud, Zainal Abidin, Figh Mahzab Syafi’l, Buku 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia,
2007), him. 141
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hukumnya boleh, hal ini sesuai hadits Rasul.”> Musa Ibn Isma’il telah

memberitahukan kepada kami, Wahab telah memberitahukan kepada
kami, Ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu

berasal) dari ayahnya dari 1bn al-‘abbas r.a. dia berkata :

sty 350 dass ol Lasfy Jdog e & sdu,gjsv.»}\
b3 f U

Artinya : “Nabi SAW pernah berbekam dan Beliau memberikan upah
kepada tukang bekam itu. Seandainya upah bekam itu haram, tentu
Beliau tidak akan memberikan padanya.”

Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya
hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau
pakaian. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-

Bagarah ayat 233 :

felni g G 350 Gl GLIS Glsa Gyl Gy S
‘)!\ws.muﬁ.z‘iu})a.dh VA _9:;@5,},) ‘d.ﬁj{}d\é&j
ia 5l e g B, mjxyy}wyaﬂ‘j;uy@wj,
u\jug_dsct;;)a”uz'wué\fucyu\g\)\uudh
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Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin mnyempurnakn penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma’ruf. Seseorang ti dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permuyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

2Sahih Bukhari, no. 2117
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oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apaila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Setelah mengetahui beberapa macam upah yang diperbolehkan,
kita bisa melaksanakan suatu akad sesuai dengan kaidah yang ada,
karena upah yang halal bisa membawa kemaslahatan dan upah tersebut
bisa digunakan untuk berbagai hal kebaikan.
2. Upah yang tidak diperbolehkan
a. Upah atas praktek ibadah
Mahdzab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek
ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, zakat, melaksanakan
ibadah haji, membaca Al-Qur’an, imam shalat, dan lain sebagainya

hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti

praktek di atas sesuai dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

oy e @ Lo & d32g J6 1 06 s o3 A e
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Artinya : “Dari Abdurrahma- “in Syibl r.a. dari Nabi SAW bersabda :
“Bacalah al-Quran dan janganiah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu
berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu
mencari kekayaan dengannya.” Para ahli figh menyatakan upah yang
diambil sebagai imbalan atas praktek ibadah adalah haram, termasuk
mengambilnya.

b. Upah perburuhan
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Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang
lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu
pekerjaan.?*

Macam-macam ujrah yang telah disebutkan di atas baik yang
diperbolehkan maupun yang tidak diperbolenkan sudah diketahui
dengan jelas bagaimana suatu akad itu bisa dilaksanakan dengan
sebagaimana mestinya agar upah yang diberikan atau diterima oleh

kedua belah pihak bisa terwujud dengan baik.

E. Prinsip Ujrah

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan
prinsip dalam bermu’amalah, karena semua prinsip dipakai dalam bidang
mu’amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh Al-Qur’an maupun Sunnah.

2. Mu’amalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka (antarodhin) tanpa
adanya unsur paksaan.

3. Mu’amalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan
maslahat (manfaat) dan menghirdarkan dari mafsadat (madharat) dalam
masyarakat.

4. Mu’amalah  dilaksanakan dengan memelihara nilai  keadilan,
mnghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan

dalam kesempitan.®

325

*Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung : Diponegoro, 1984), him,
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Prinsip ujrah yang telah disebutkan di atas telah diketahui bagaimana
suatu akad bisa terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan yang
sudah ada.

F. Sistem Pemberian Ujrah atau upah

Dalam hukum perupahan ada beberapa macam perupahan agar Kita
mengerti sampai mana batas-batas upah yang dapat diklasifikasikan sebagai
upah yang wajar. Ada beberapa pengertian ujrah atau upah, yaitu :

1. Sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang
berjudul “Figh Muamalah” bahwasanya Idris Ahmad berpendapat bahwa
upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member
ganti menurut syarat-syarat tertentu.?®

2. Sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Asikin dalam bukunya yang
berjudul “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan” bahwasanya Nurmansyah
Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk
penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang atau barang dalam
jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.?’

Dari kedua pengertian di at~ apat disimpulkan bahwa ujrah adalah
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah,
tanpa diikuti dengan pemindahan k  nilikan atas barang itu sendiri.

Transaksi ujrah didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Pada

prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

>Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), him.
10

*Ibid., him. 115

?’7ainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
1997), him. 68
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Dalam sistem pemberian ujrah atau upah harus bisa mengetahui
sampali mana batas upah yang dianggap wajar yang bisa diberikan atau
diterima oleh kedua belah pihak agar kedua belah pihak tersebut bisa
merasakan apa yang telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

G. Berakhirnya Ujrah
Ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya ujrah, yaitu :
1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah
ditentukan dan selesainya pekerjaan.
2. Pembatalan akad. ®

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam
memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka
bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam
negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak ada pembatasan sama sekali
terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna
mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di
seluruh negeri adalah dengan benar = nar memberi kebebasan dalam bekerja.
Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan
atau keahlian yang dimiliki serta t* ‘¢ ada pembatasan yang mungkin dapat
menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan

yang sesuai.

%1bid., him. 122
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Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh
bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang
dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja
di mana-mana.

Suatu akad bisa berakhir dengan sendirinya karena adanya sebab dan
alasan tertentu. Berakhirnya ujrah yang sudah disebutkan di atas telah

menjadi akhir dari akad yang terlaksana dengan sebagimana mestinya.
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GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM TUKON BERAS DI DESA
TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
A. Gambaran Umum Wilayah
1. Letak Geografis
Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan
Karanggede dan berada di wilayah admnistratif Kabupaten Boyolali
bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang.
Berdasarkan jangkauan dan waktu tempuh, jarak antara Kabupaten
Boyolali dengan Desa Tegalsari kurang lebih sekitar 35 km atau 30 menit
ditempuh dengan sepeda motor. Desa Tegalsari adalah salah satu desa
yang cukup maju di wilayah administratif Kabupaten Boyolali, yang
pergerakan ekonominya ditopang dari perdagangan dan pertanian. Secara
keseluruhan di Kabupaten Boyolali terdapat 16 Dusun yang tersebar
melalui pembagian wilayah administratif. Dusun yang ada di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yaitu Bangkok,
Bantengan, Dologan, Grogolan, Karangkepoh, Kebonan, Klari, Klumpit,
Manyaran, Mojosari, Pengkol, Pinggir, Sempulur, Sendang, Sranten dan
Tegalsari.
Dari sekian dusun, hanya Dusun Kebonan yang perekonomiannya
relatif bergantung penuh pada perdagangan di pasar tradisional dan mata

pencaharian masyarakatnya pun cukup besar yang berkecimpung di dunia

32
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bisnis perdagangan dan Dusun Kebonan merupakan pusat dari
pemerintahan wilayah Karanggede. Di luar Dusun Kebonan masih
merupakan desa yang bergantung pada pertanian dan beberapa
masyarakatnya merantau ke kota-kota besar untuk menjadi buruh industri,
pegusaha, dan lain-lain.

a. Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede adalah

sebagai berikut :*

NO BATAS WILAYAH BATAS DESA

Desa Karangkepoh Kecamatan

1| Sebelah Timur Karanggede Kabupaten Boyolali

Desa Sranten Kecamatan

2| Sebelah Barat Karanggede Kabupaten Boyolali

Desa Pinggir Kecamatan

3 | Sebelah Selatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Desa Klari Kecamatan Karanggede

4 | Sebelah Utara Kabupaten Boyolali

b. Luas Wilayah
Desa Tegalsari termasuk desa yang cukup luas di daerah
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dengan luas wilayah

458,71 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Tanah di Desa Tegalsari
NO RINCIAN Ha PROSENTASE
1| Tanah kas desa 145,00 Ha 16,15 %

'Dinas Kependudukan dan Statistik Kab. Boyolali
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2 | Tanah perkebunan rakyat 210,86 Ha 23,10 %
3" | Tanah pemukiman umum 32,60 Ha 17,15%
4| Tanah sawah tadah hujan 10,85 Ha 15,10 %
5 | Tanah sekolahan 0,04 Ha 10,35 %
6 | Tanah perkantoran 59,36 Ha 18,15 %

JUMLAH 458,71 Ha 100,00 %

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

di Desa Tegalsari masih banyak tanah-tanah yang perlu dirawat dengan

baik agar menghasilkan produksi yang lebih berkualitas, diantaranya

tanah sekolahan, tanah sawah tadah hujan dan tanah pemukiman

umum dengan luas wilayah dan prosentase yang sedikit yaitu luas

tanah sekolahan 0,04 Ha dengan prosentase 10,35%, luas tanah sawah

tadah hujan 10,85 Ha dengan prosentase 15,10% dan luas tanah

pemukiman umum 32,60 Ha dengan prosentase 17,15%. Karena

jumlah data yang diperoleh untuk tanah pertanian lebih dominan

sedangkan yang lainnya adalah tanah perkebunan.

2. Letak Demografis (masyarakat)

Desa Tegalsari merupakan salah satu desa di

Kecamatan

Karanggede dan salah satu dari 16 dusun di Kabupaten Boyolali yang

terletak di sebelah Selatan dari Kecamatan Karanggede.

Desa Tegalsari terdiri dari 5 Dukuh/RW dan 28 RT dengan

penjabaran sebagai berikut :

Satu dukuh dipimpin oleh seorang kepala dusun yang membawahi

wilayah kerja :

a) RW 01 (Dukuh Tegalsari) dengan 10 RT dipimpin oleh Ngatimin.
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b) RW 02 (Dukuh Kerep) dengan 3 RT dipimpin oleh Mulyono.

¢) RW 03 (Dukuh Jatirejo) dengan 3 RT dipimpin oleh Sumarsono.
d) RW 04 (Dukuh Tegalrejo) de~~an 9 RT dipimpin oleh Musto’in.
e) RW 05 (Dukuh Pendem) dengan 3 RT dipimpin oleh Sarwani.

Dukuh Tegalsari adalah sebuah dukuh yang berada di Kecamatan
Karanggede dan letaknya di sebelah utaranya Dukuh Kerep dari
Kecamatan Karanggede. Dukuh Kerep juga berada di wilayah Kecamatan
Karanggede dan letaknya di sebelah paling selatan dari Kecamatan
Karanggede. Dukuh Jatirejo yaitu sebuah dukuh yang berada di wilayah
Kecamatan Karanggede dan terletak di sebelah selatan dari Kecamatan
Karangede. Dukuh Tegalrejo juga merupakan dukuh yang berada di
wilayah Kecamatan Karanggede dan letaknya di sebelah timurnya Dukuh
Pedem. Sedangkan Dukuh Pendem terletak di sebelah paling barat dan
masih termasuk di bagian wilayah Kecamatan Karanggede.

Dalam penelitian ini difokuskan di Dukuh Kerep RW 02, dimana
menurut data profil Dukuh Kerep terletak di ujung paling Selatan dari

wilayah Tegalsari. Batas wilayah Dukuh Kerep adalah sebagai berikut :*

NO BATAS WILAYAH BATAS DESA
1 | Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jaten
2 | Sebelah Barat berbatasan dengan Dukuh Pendem
3 Sebelah Selatan ?:trebnatasan dengan sawah Desa

’Dokumentasi Hasil Pengolahan Data Profil Desa Tegalsari Karanggede Boyolali, Diambil
tanggal 13 September 2017. Pukul 20.35 WIB

*Dokumentasi Profil Dukuh Kerep Desa Tegalsari Karanggede Boyolali. Diambil tanggal
13 September 2017. Pukul 16.00 WIB
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4 | Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pantura

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat
Keadaan ekonomi Desa Tegalsari diambil dari data BKKBN desa
untuk kesejahteraan keluarga, yaitu jumlah keluarga prasejahtera 730
keluarga, keluarga sejahtera (1) "2 keluarga, keluarga sejahtera (2) 326
keluarga, keluarga sejahtera (3) 325 keluarga, keluarga sejahtera (4) 58
keluarga.
Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa Tegalsari adalah

sebagai berikut :*

Tabel 2
Profesi Penduduk Desa Tegalsari
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH | PROSENTASE
1 | Petani 150 orang 9,04 %
2 | Buruh tani 25 orang 8,05 %
3 | Pemilik usaha tani 20 orang 5,04 %
4 | Pemilik usaha peternakan 5 orang 4,05 %
5 | Buruh usaha pengolahan hasil 4 orang 3,04 %
hutan
6 | Montir 15 orang 5,04 %
7 | Tukang batu 30 orang 3,05 %
8 | Tukang kayu 10 orang 5,05 %
9 | Tukang sumur 12 orang 8,04 %
10 | Tukang jahit 16 orang 5,06 %
11 | Tukang kue 7 orang 5,05 %
12 | Tukang anyaman 4 orang 4,05 %

*Dokumentasi Hasil Pengolahan Data Profil Desa Tegalsari Karanggede Boyolali. Diambil
pada tanggal 13 September 2017. Pukul 14.00 WIB
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13 | Tukang rias 8 orang 6,04 %
14 | Karyawan perusahaan swasta 30 orang 5,04 %
15 | Pemilik warung makan 35 orang 4,06 %
16 | Pegawai Negeri Sipil 40 orang 3,07 %
17 | Guru swasta 15 orang 5,03 %
18 | Pensiunan PNS 12 orang 3,08 %
19 | Pembantu rumah tangga 25 orang 7,07 %
20 | Sopir Angkot 20 orang 2,05 %
JUMLAH 483 orang 100,00 %

Berdasarkan pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa
Tegalsari mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena jumlah
orang yang bekerja sebagai petani dan jumlah prosentase yang lebih
banyak yaitu ada 150 orang petani dan prosentasenya 9,04%. Mata
pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama khususnya di wilayah
Boyolali. Dengan banyak macam tanaman yang ditanam diantaranya padi,
kedelai, jagung kacang dan tebu. Karena memang itulah satu-satunya
harapan yang sangat besar bagi masyarakat petani.

Dengan begitu mereka bisa merasakan hasil tanamannya dan
berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi penulis
lebih menekankan pada penelitian ini dalam praktik ujrah pada buruh tani
padi dengan sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani) yang
terjadi di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
Karena praktik seperti ini merupakan sebuah tradisi masyarakat pada

waktu tandur (menanam benih padi) dan waktu panen padi.
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Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali bila dilihat dari rata-rata menengah ke
bawah, mayoritas sumber penghasilan masyarakat hanya dengan cara
bertani dan berdagang di pasar tradisional. Saat ini masyarakat Boyolali
khususnya masyarakat Desa Tegalsari memerlukan banyak kebutuhan
untuk biaya hidup yang tidak sedikit, diantaranya kebutuhan pangan,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Akan tetapi pada saat ini masyarakat
Desa Tegalsari kehidupannya hanya bergantung kepada pertanian dan
sangat kurang maksimal dari sisi ekonominya. Karena dikeluhkan dengan
pertanian yang tidak seimbang. Kehidupan para petani pada saat ini kurang
sejahtera, karena hasil petanian yang sangat murah ketika waktu panen dan
tidak seimbang dengan harga pupuk yang mahal.

B. Pelaksanaan Sistem Tukon Beras di Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali
1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Sistem Tukon
Beras

Upah dalam beberapa literatur figih sering dibahaskan dengan
ajran,” ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan
maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah
bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan

norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), him. 117
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ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai
permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh
terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan
buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara
pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan
pembayaran upahnya pada saat panen tiba. Sementara terdapat hadits yang
mengatakan, “Berikanlah upah sebelum keringatnya kering”.® Intisari
yang terkandung dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk
menyegerakan pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus
diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar
wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi
dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang
mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian,
hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih
minim dalam kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di
Desa Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya
sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan
sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini,

sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah

®Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra, (Beirut :
Darul Al-Fikr, t.t) Il : 84-85, hadits no. 2483
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menjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan
meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya kaum perempuan.
Kemudian para buruh tani bekerja mulai dari babut (mencabut benih padi
di persemaian untuk ditanam), kemudian dilanjutkan dengan tandur
(menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa
kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut aturan dan
permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang
biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan.
Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian
bagi para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam
pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa
dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap
buruh berhak ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari
hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan
para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari
hasil panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang
dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan
seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul
7 pagi sampai pukul 4 sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur.
Kemudian setengah hari dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur
tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para

buruh, pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring,
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kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya. Perbandingan yang
diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang dikira-kira bekisar
antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada
musim, adakalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan
sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Maka upah
yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang
terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal
tersebut. Diantaranya Desa Wates, Desa Galangan, dan Desa Trayon.
Wilayah Desa Wates mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.
Setiap hari selalu pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas
kesehariannya. Para petani bekerja di sawah milik majikan untuk
menerima upah sebagai balas jasa majikan terhadap petani. Upah tersebut
diberikan kepada petani sebagaimana mestinya. Akan tetapi upah tersebut
diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah Desa Galangan juga
sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Setiap hari para petani
melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani bekerja di sawah
pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan perintah pemilik
lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka diberikan
imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun
pemberian upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba.

Di wilayah Desa Trayon merupakan sebuah desa yang

sekelilingnya adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa tersebut
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adalah seorang petani yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan
pekerjaannya di sawah milik majikannya. Para petani bekerja mulai dari
awal hingga selesai pekerjaannya. Para petani tersebut kemudian
menerima upah dari majikannya setelah selesai dari pekerjaannya. Akan
tetapi pemberian upah tersebut dilaksanakan pada saat masa panen tiba.
Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian dari
pihak pemlik sawah karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya
sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara
penangguhan pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak,
buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan

baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik sawah.

. Pelaksanaan Sistem Tukon Beras

Dalam pelaksanaan sistem tukon beras (pengupahan terhadap
buruh tani) di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
sangatlah sederhana dengan permulaan buruh tani bekerja menggarap
sawah milik majikan yang diawali dengan babut (mencabut benih padi di
persemaian untuk ditanam) kemudian dilanjutkan dengan tandur
(menanam benih padi) sampai pada saat masa panen tiba. Buruh tani
tersebut bekerja sesuai dengan perintah majikannya yang sudah disepakati
sebelumnya.

Ketika pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk
mengerjakan sawah miliknya pada saat menjelang tandur (menanam benih

padi), pemilik sawah tersebut langsung memerintahkan kepada buruh tani
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dan berkata kalau hari ini (hari yang ditentukan oleh pemilik sawah pada
waktu tandur (menanam benih padi)) sawah pemilik digarap oleh buruh
tani. Kemudian buruh tani tersebut bekerja sesuai perintah majikannya dan
buruh tani yang bekerja yaitu yang biasanya bekerja menggarap sawah
dari tahun-tahun sebelumnya.

. Waktu Kerja Dalam Pelaksanaan Sistem Tukon Beras

Waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem tukon beras
(pengupahan terhadap buruh tani) ini yaitu ketika hasil panen sudah ada.
Waktu kerja dalam sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani)
ini berbeda-beda, ada yang dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore dan
ada juga yang dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang.

Kemudian buruh tani tersebut akan mendapatkan upah setelah
bekerja. Upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh tani itu berbeda-
beda dan ditentukan berdasarkan waktu kerjanya. Upah yang diberikan
dengan menggunakan takaran piring dengan perbandingan antara 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah.

Tradisi yang terjadi di sini memang sudah terjadi sejak dulu dan
secara turun temurun tanpa ada protes dari pihak buruh tani sendiri. Dan
buruh tani pun sudah merasa cukup dengan sistem pengupahan yang ada.
Dalam kaidah fikih sudah ada keterangan bahwa kebiasaan bisa menjadi
hukum yaitu “adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum.”” Atas dasar

itulah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa ditetapkan sebagai

7Umar, Mu’in, dkk., Ushul Figh 2, (Jakarta : Departemen Agama, 1986), him. 127



44

hukum selama tidak melanggar ketentuan syari’at. Kebiasaan yang ada di
sini sudah dari dulu. Jadi boleh-boleh saja sistem pengupahan bagi buruh
tani yang ada di sini.

Proses akad dan transaksi di sini memang tidak begitu diperjelas
dan semua dianggap benar, karena sudah menjadi suatu tradisi di
masyarakat. Proses tersebut sebenarnya tidak pernah dikonsultasikan sama
sekali kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena dianggap sudah
menjadi kewajaran dalam sistem pengupahannya.® Dan buruh tani pun
sudah mengenal tradisi tesebut sehingga dari pihak buruh tani sendiri tidak
merasa dirugikan.

Adapun kaitannya dengan praktik ujrah yang terjadi selama ini
adalah sebuah tradisi yang sudah lama, dengan sistem kerja yang dimulai
dengan tandur (menanam benih padi) sampai waktu panen. Kalau dilihat
dari sisi akadnya memang sistem kerja tersebut jelas, karena yang sering
dipraktikkan oleh masyarakat dalam bekerja menggarap sawah.

Sistem Kkerja buruh tani tersebut memang sudah menjadi suatu
tradisi di masyarakat dan tradisi tersebut dianggap tidak menyimpang di
dalam syari’at Islam karena pihak pemilik sawah dan buruh tani tidak
saling merasa dirugikan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah di
dalam sistem kerja buruh tani yang di dalamnya ada penangguhan upah

berupa padi.

®Sutrisno (tokoh masyarakat), Wawancara, Boyolali, 17 September 2017
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Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa berlakunya akad ujrah di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede
Kabupaten Boyolali ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu
menjadi tradisi yang sudah berlaku di kalangan mayarakat desa tersebut,
buruh tani tidak terlalu mempermasalahkan dengan sistem kerja yang telah
ditentukan dan waktu tandur (menanam benih padi) sampai pada waktu
panen tiba merupakan suatu pel -jaan yang dinanti oleh masyarakat dari
pada musim yang lainnya.

. Hak dan Kewajiban Bagi Buruh Tani dan Pemilik Sawah

Hak dan kewajiban buruh tani dan pemilik sawah yaitu segala
sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kewajiban pemilik
sawah adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk
menggarap sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan
kewajiban buruh tani adalah menggarap sawah dengan sebaik-baiknya
mulai dari pada waktu tandur (menanam benih padi) sampai pada waktu
panen.

Hak pemilik sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari
hasil panen yang telah dikerjakan oleh penggarap sawah. Maka dari itu,
penggarap sawah harus rajin menggarap sawah agar kemudian hari
mendapatkan hasil yang maksimal. Hak buruh tani adalah memperoleh
perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen

dengan pembagian yang adil. Pemilik sawah dan buruh tani juga harus
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melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama

dan tidak saling merugikan.

Adapun hak dan kewajiban bagi buruh tani di Desa Tegalsari

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yaitu :

a. Mengerjakan dengan baik dalam melakukan pekerjaannya.

b. Jika ada halangan tidak bisa bekerja, maka bisa digantikan oleh
saudaranya yang sudah biasa bekerja dengan pekerjaan itu.

c. Waktu pemberian upah harus disesuaikan dengan waktu kerja yang
telah ditentukan.

Adapun hak dan kewajiban bagi pemilik sawah di Desa Tegalsari

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yaitu :

a. Memberikan upah tambahan jika hasil panen tersebut menghasilkan
panen yang baik dan menguntungkan.

b. Memperlakukan dengan baik dalam memberikan upah kepada buruh
tani.

c. Jika hasil panen yang sudah dikerjakan oleh buruh tani harus adil,
sehingga tidak ada unsur penganiayaan terhadap buruh tani maupun
pemilik sawah.’

Menentukan hak dan kewajiban bagi buruh tani dan pemilik sawah

di sini adalah penting. Agar saling mengetahui seperti apa hak dan

kewajiban yang harus dibentuk sehingga bisa mengurangi rasa kecurangan

dalam pelaksanaan sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani)

’Ahmadi (pemilik sawah), Wawancara, Boyolali, 17 September 2017
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di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dan juga
waktu kerjanya yang telah ditentukan harus jelas guna menjauhi
perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan sistem tukon
beras (pengupahan terhadap buruh tani).

Apabila hak dan kewajiban terlaksana dengan baik, maka
terciptalah tatanan akad yang baik khususnya bagi masyarakat di Desa

Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TUKON BERAS DI
DESA TEGALSARI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN
BOYOLALI
A. Analisa Pelaksanaan Sistem Tukon Beras di Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali
Upah dalam beberapa literatur figih sering dibahaskan dengan ajran,’
ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenubhi
keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu
sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem
pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah
ditetapkan. Tetapi pada data praktisnya sering terjadi ketimpangan dan banyak
penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini
berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang
masih dianggap rendah.
Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani dilakukan antara pemilik
tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya
pada saat panen tiba. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah al-

Thabrani yang berbunyi :
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Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda :
“Berikanlah upah sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)?® Intisari
yang terkandung dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk menyegerakan
pembayaran upah, karena upah merupakan hak yang harus diterima setelah
mereka melaksanakan kewajibannya.

Wilayah Desa Tegalsari adalah sebuah desa yang sebagian besar
wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi
dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang mengalami
gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian, hampir
mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim
dalam kehidupannya.

Sistem Tukon Beras adalah pengupahan terhadap buruh tani di Desa
Tegalsari dengan cara penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa
panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama,
dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad
yang mengikatnya. Tetapi seakan-akan telah menjadi kesepakatan (akad),
pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh
tani yang biasanya kaum perempuan. Kemudian para buruh tani bekerja mulai
dari babut (mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam), kemudian
dilanjutkan dengan tandur (menanam benih padi). Pekerjaan tersebut telah
dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai. Para buruh bekerja menurut

aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah yang

*Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra, (Beirut :
Darul Al-Fikr, t.t) Il : 84-85, hadits no. 2483
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biasanya dibuat garis pemisah yang disesuaikan dengan keadaan lahan.
Sehingga memudahkan dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian
bagi para buruh di saat masa panen. Ini dilakukan agar saat panen, dalam
pembagiannya antara satu buruh dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan.
Upah buruh diberikan pada saat tiba masa panen, karena setiap buruh berhak
ikut serta untuk memetik hasil panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi
menurut ketentuan oleh pihak pemilik tanah dengan para buruh.

Para buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil
panen, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung
dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya.
Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai
pukul 4 sore dipotong masa istirahat pada waktu dhuhur. Kemudian setengah
hari dihitung mulai pukul 7 pagi sampai waktu dhuhur tiba. Untuk menghitung
besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh, pihak pemilik sawah
biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa
kerjanya. Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen
biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena
mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua
belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan
dengan keadaan yang terjadi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa desa yang sama mengalami hal tersebut.

Diantaranya Desa Wates, Desa Galangan, dan Desa Trayon. Wilayah Desa
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Wates mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Setiap hari selalu pergi
ke sawah untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Para petani bekerja di
sawah milik majikan untuk menerima upah sebagai balas jasa majikan
terhadap petani. Upah tersebut diberikan kepada petani sebagaimana mestinya.
Akan tetapi upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba. Di wilayah
Desa Galangan juga sebagian besar penduduknya adalah seorang petani.
Setiap hari para petani melakukan aktivitas kerjanya di sawah. Para petani
bekerja di sawah pemilik lahan tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan
perintah pemilik lahan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian mereka
diberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun
pemberian upah tersebut diberikan pada saat masa panen tiba.

Di wilayah Desa Trayon merupakan sebuah desa yang sekelilingnya
adalah sawah. Sebagian besar masyarakat desa tersebut adalah seorang petani
yang pekerjaannya di sawah. Mereka melakukan pekerjaannya di sawah milik
majikannya. Para petani bekerja mulai dari awal hingga selesai pekerjaannya.
Para petani tersebut kemudian menerima upah dari majikannya setelah selesai
dari pekerjaannya. Akan tetapi pemberian upah tersebut dilaksanakan pada
saat masa panen tiba.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian dari pihak
pemlik sawah karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga
pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan

pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak, buruh juga terkadang
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sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau
tidak dari pihak majikan atau pemilik sawah.

Dalam pelaksanaan sistem tukon beras di Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali sangatlah sederhana dengan permulaan buruh
tani bekerja menggarap sawah milik majikan yang diawali dengan babut
(mencabut benih padi di persemaian untuk ditanam) kemudian dilanjutkan
dengan tandur (menanam benih padi) sampai pada saat masa panen tiba.
Buruh tani tersebut bekerja sesuai dengan perintah majikannya yang sudah
disepakati sebelumnya.

Ketika pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan
sawah miliknya pada saat menjelang tandur (menanam benih padi), pemilik
sawah tersebut langsung memerintahkan kepada buruh tani dan berkata kalau
hari ini (hari yang ditentukan oleh pemilik sawah pada waktu tandur
(menanam benih padi)) sawah pemilik digarap oleh buruh tani. Kemudian
buruh tani tersebut bekerja sesuai perintah majikannya dan buruh tani yang
bekerja yaitu yang biasanya bekerja menggarap sawah dari tahun-tahun
sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku sesepuh Desa
Tegalsari dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya sistem pengupahan
adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani. Karena pemilik
sawah tidak mampu mengerjakan sawahnya secara sendirian terutama pada

waktu tandur (menanam benih padi), sehingga pemilik sawah tersebut
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membutuhkan orang lain untuk membantu menggarap sawahnya. Begitu pula
buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan
kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang
berbeda. Pekerja/burun melihat upah sebagai sumber penghasilan guna
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis
upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. Di pihak lain,
pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat
upah di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang
layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya meningkatkan produktivitas
pekerja/buruh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di pihak lain
pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal di bidang informal untuk
keadilan bagi pengusaha dan buruh agar terciptanya keseimbangan antara
kedua belah pihak.

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri
khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk
melakukan pekerjaan pada orang lain. Setiap pekerja atau buruh berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi
tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam

kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh
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masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak
yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang
membentuk perjanjian yaitu pemilik sawah dengan orang yang bekerja untuk
menggarap sawahnya yang sekaligus memanen. Ketika pada waktu panen
orang yang bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain
untuk menggantikannya. Kedua belah pihak sama-sama orang yang baligh,
berakal, dan cakap hukum, kaitannya dengan para pihak tidak ada yang
bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selain itu dilihat dari segi
objek perjanjian yaitu pada waktu tandur (menanam benih padi) sampai masa
panen tiba. Perjanjian dalam sistem pengupahan ini tergantung kesepakatan
awal, jika yang disuruh itu bisa melakukan pekerjaan awal yaitu pada waktu
tandur (menanam benih padi) maka otomatis dia juga berhak atas
pekerjaannya yang kedua yaitu pada saat panen tiba. Objek perjanjian dalam
sistem pengupahan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh tani
yaitu pada waktu tandur (menanam benih padi) sampai pada masa panen tiba.
Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang karena para pihak memenuhi
kewajibannya dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Waktu kerja
yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu pada waktu tandur (menanam
benih padi) sampai pada masa panen tiba. Jam kerja disesuaikan menurut luas
sawah dan jumlah pekerja, biasanya di mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.00
sore. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang kejelasan waktu kerja.
Tidak ada waktu yang pasti berapa lama yang diperlukan akan tetapi yang

dipakai adalah kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Tegalsari. Pemilik
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sawah biasanya bisa memperkirakan berapa orang yang akan menggarap
sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan bagi penggarap sawah. Hal
itu diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan
sudah sama-sama mengetahui konsekuensinya. Pembayaran upah dalam
sistem pengupahan ini tidak secara jelas nominalnya. Karena harus menunggu
sampai masa panen tiba dan mereka belum mengetahui upah yang akan
mereka dapatkan. Akan tetapi ada ukuran yang bisa dipakai yaitu antara 10
piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah dari hasil
yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah dengan ukuran antara 10
piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah ini adalah
ketentuan yang sudah terjadi di Desa Tegalsari sampai sekarang. Ukuran yang
ada di Desa Tegalsari ini sudah menjadi ukuran standar upah yang ada dalam
kebiasaan masyarakat Desa Tegalsari. Praktek akad upah ini selalu dilakukan
oleh pemilik sawah terhadap buruh tani, karena dianggap sebagai suatu
kebiasaan orang dahulu dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup
memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima.
Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal.
Sepertinya undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, di mana
buruh tani mendapatkan upah sesuai upah minimum. Undang-undang tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha
yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non

formal seperti buruh tani hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku di
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masyarakat berlandaskan keadilan yang tidak mengacu kepada undang-
undang.
. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Tukon Beras di Desa Tegalsari
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal
maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada
buruh informal. Buruh informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena
tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal. Pekerjaan buruh tani adalah
pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang
mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan,
namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan
yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang
diabaikan. Syari’at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja,
sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu
dan dieksploitasi tenaganya. Karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada
posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian
masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

Lo
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Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)

pek%rjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahgaf :
19).

Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian
dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan

tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan apa

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.Cit, him. 456
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yang diperjanjikan dan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu
saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu
tidak membatalkan akad pengupahan.

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya
upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang
diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan
penjelasan tersebut di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali memberikan upah kepada buruh tani dengan hasil yang didapat dari
panen.

Dalam sebuah pekerjaan terjadi kesepakatan yang jelas antara pemilik sawah
dengan buruh tani, di sini pemilik sawah ketika melakukan kesepakatan kepada
buruh tani hanya memberitahu bahwa sawahnya siap untuk dipanen dan
menyuruh buruh tani tersebut untuk memanen sawahnya, sehingga di sini belum
ada kejelasan terhadap upah yang akan diterima terhadap buruh tani dan belum
ada kejelasan berapa besar hasil padi yang akan diperoleh jika imbalan yang akan
diperoleh berupa padi. Karena kebanyakan pemilik sawah di sini tidak
memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang
harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat
pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi
sah dan tidak batal. Maka peneliti akan menganalisis beberapa hal termasuk

dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat pengupahan.
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a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal.
Maksudnya orang yang melakukan perjanjian di sini adalah orang yang
sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi
apabila orang yang melakukan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil
dan orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah
mumayyiz pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan
persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali rukun dan syarat di
atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah
orang-orang yang baligh dan berakal sehat.

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan
akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa malakukan akad itu,
maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya di Desa Tegalsari Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali mereka juga mengadakan akad
berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan
dari pihak lain.

c. Manfaat dan obyek harus jelas dan tidak cacat. Maksudnya dalam memberi
pekerjaan harus jelas dan tidak timbul adanya keharaman dalam
melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya di Desa Tegalsari pemilik sawah
memberi pekerjaan kepada buruh tani untuk memanen sawahnya.

d. Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang

bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa
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khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena
kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Di Desa Tegalsari
ditetapkannya upah untuk buruh tani yang melakukan pekerjaan buruh tani
berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga
sekarang yaitu sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani).
Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali kelihatannya di
awal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja
buruh tani mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi 4 sampai
5 kg gabah basah dari hasil panen sawah tersebut. Dari situ akan diketahui
berapa upah yang akan diberikan oleh si pemilik sawah. Berdasarkan
wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani bahwa upah tersebut
sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan biaya terbukti dari
menanam hingga memanen. Jadi buruh tani menyadari bahwa upah yang
diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

e. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan gabul karena
keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada
prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti halnya yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani. ljab
dan gabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan pemilik sawah
meminta kepada buruh tani untuk melakukan pekerjaan yaitu memanenkan
sawahnya yang sudah saatnya panen hingga selesai. Dalam prakteknya

pengupahan buruh tani di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten



60

Boyolali, ijab dan gabul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata
yang jelas yang menunjukkan kesepakatan dan persetujuan di antara mereka.
Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan gobul
dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad sistem tukon beras
tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Tegalsari adalah hal
yang sudah menjadi kebiasaan di daerah Kecamatan Karanggede. Ketika
peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan
lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus
menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang
memperoleh hasil yang banyak jika tanaman padinya bagus, tetapi sebaliknya
jika tanaman padinya kurang bagus atau terkena hama maka mereka
memperoleh hasil yang sedikit. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Hadits

riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :
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Artinya : Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda :

“Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR.
Abdurrazaqg).*

Hadits ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana Kkita
melakukan akad ujrah, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus
dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus

diketahui. Hal ini mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

*Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asgalani), cet 1, (Jakarta :
Pustaka Amani, 1995), him. 360
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Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau
pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur’an maupun As-Sunnah
telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha
semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah
dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu’amalah. Akan tetapi baik
dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur
penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang
mu’amalah yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman
dan masyarakatnya. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan
yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas
perolehannya. Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan
pemilik sawah telah saling ikhlas dan ridha dalam memberikan dan menerima
upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam

firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

3 a0 Tskale caalf Gl
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Menurut ulama figih, setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu
tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak
milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat
bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi pihak-pihak yang berakad
tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara’ seperti

terdapat cacat pada objek. Akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau

5Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. As-Syifa, 2001),
him. 105
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syara’. Jika akad tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.
Menurut penulis, sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi
pemberian upah berdasarkan banyak sedikitnya tanaman padi yang dipanen.
Berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin
banyak tanaman padi yang dipanen maka semakin banyak tenaga yang
dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh tani.
Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk Kkearifan lokal yang
berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat jawa yang
masih memegang prinsip kebersamaan.

Praktek pengupahan yang menangguhkan upah sampai pada waktu panen
tiba mungkin tidak sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh lbnu
Majah. Hadits tersebut walaupun mengandung kata perintah akan tetapi
hanyalah etika dalam melakukan akad ujrah, yakni memberikan pembayaran
upah secepat mungkin. Karena menurut lbnu Hajar kedudukan hadits ini
adalah lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan perintah wajib. Hanya anjuran
untuk memberikan upah kepada pekerja secepat mungkin.

Menurut Mahzab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan
adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau
menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan
sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.°

Masalah penundaan pembayaran upah yang ditentukan adalah sah.

Tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya.

®Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), him. 115



63

Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam

Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat

kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat

dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya
masa tersebut.’

Juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pembayaran upah
pada saat panen ini adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang
mengandung nilai-nilai sosial tinggi seperti tolong menolong dan gotong
royong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Di dalam fiqih mu’amalah
upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

a) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang sudah
disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua
belah pihak yang berakad.

b) Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi kerja) jika akad
ujrahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di Desa Tegalsari ini
merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat,
sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh pemilik
sawah maupun buruh tani. Karena diantara pemilik sawah dan buruh tani
sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima. Di sini telah

terjadi kerelaan antara pemilik sawah dan buruh tani. Jadi yang menetukan

’Sayyid, Sabigq, Fikih Sunnah 13, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), him. 209



64

upah tersebut adalah (ajrun musamma) yaitu kedua belah pihak melakukan
perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak
dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga
sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa
menjadi hukum,

Sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani) sudah menjadi
tradisi warga di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
yang sudah melekat dalam kehidupan mereka. Dalam sistem tukon beras
tersebut tidak hanya sebuah akad saja, tetapi lebih dari itu ada banyak nilai-
nilai kekeluargaan yang masih melekat hingga sekarang seperti tolong
menolong dan gotong royong.

Sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali merupakan adat istiadat
yang telah turun temurun di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya
sudah saling mengetahui satu sama lain juga telah diketahui baik pemilik
sawah maupun buruh tani. Karena antara pemilik sawah dan buruh tani sudah
sama-sama tahu dampak kebelakangya yang akan mereka terima nanti, di sini
terjadilah kerelaan satu sama lain atau ‘Antaradhin.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa praktik ujrah pada sistem
tukon beras antara pemilik sawah dan buruh tani merupakan praktik yang
sudah menjadi tradisi dan diyakini di kalangan masyarakat Desa Tegalsari
Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Di dalam praktik tersebut antara

pemilik sawah dan buruh tani mempunyai kesepakatan atau akad yang jelas
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sebelum berlangsungnya pekerjaan. Menurut pengamatan penulis, praktik
ujrah seperti itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan
dalam syari’at Islam.

Terkait dengan praktik ujrah yang ada di Desa Tegalsari, pihak pemilik
sawah kebanyakan memakai sistem kerja setengah hari, karena di dalam
sistem Kkerja setengah hari biaya yang dikeluarkan untuk buruh tani lebih
sedikit dan buruh tani bisa dikasih imbalan upah berupa padi pada saat masa
panen tiba sesuai dengan tradisi yang sudah terjadi yaitu sistem kerja setengah
hari yang bekerja pada waktu tandur (menanam beni padi) sampai pada saat
masa panen tiba.

Sebagaimana telah dijelaskan di Bab | dan Bab Il pada waktu akad kerja
pemilik sawah sudah memberikan pernyataan kepada buruh tani untuk
menggarap sawah yang akan ditanam dengan sistem kerja setengah hari, dan
di sisi lain pihak buruh tidak keberatan untuk menggarap sawah dengan sistem
kerja setenga hari. Meskipun pada waktu tandur (menanam benih padi)
upahnya sedikit akan tetapi pada waktu panen nanti mendapatkan upah berupa
padi.

Praktik ujrah yang diterapkan di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede
Kabupaten Boyolali, dilihat dari dua aspek kerja antara sistem kerja satu hari
penuh dengan sistem kerja setengah hari. Masyarakat sudah memahami bahwa
dua sistem kerja tersebut berbeda yaitu sistem kerja satu hari penuh yang
bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dan sistem kerja setengah hari

yang bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pada waktu dhuhur tiba.
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Masyarakat percaya bahwa dua sistem tersebut adalah sebuah tradisi yang
sudah dibangun oleh nenek moyang dan juga tidak bertentangan dengan
syari’at Islam. Karena syarat dan rukun ujrah telah dipenuhi seperti adanya
unsur kerelaan dan tidak ada unsur penipuan sedikitpun serta tidak ada pihak
yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur riba.

Demikian deskripsi tentang praktik ujrah terhadap sistem tukon beras
yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Dari
deskripsi tersebut, penulis menilai bahwa praktik ujrah seperti itu tidak
menyalahi aturan syari’at Islam dan juga sesuai dengan syarat dan rukun
ujrah.

Di dalam tradisi upah sistem kerja satu hari penuh dan sistem kerja
setengah hari, seolah-olah ada pihak yang merasa dirugikan dari pihak buruh
tani yaitu buruh tani dengan sistem kerja setengah hari, karena sistem kerja
setengah hari upah yang diterima pada waktu tandur (menanam benih padi)
lebih sedikit dari pada sistem kerja satu hari penuh. Akan tetapi sistem kerja
setengah hari masih mempunyai tanggung jawab pekerjaaan (kontrak kerja)
dengan pemilik sawah ketika pada saat panen ikut serta untuk memetik hasil
panen tersebut.

Tradisi yang berlaku di masyarakat seperti ini tidak bisa dihilangkan
dengan mengemukakan dalil dari kaidah figih, yaitu :

152 s

Artinya : ““ Kebiasaan bisa dijadikan sebuah hukum.”
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Kaidah figih yang dikemukakan tersebut bisa berlaku apabila tidak
menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam. Apabila
keduanya bertentangan maka yang dimenangkan adalah syara’ :

L £ 15305 i s iy

Artinya : “Jika ‘urf atau kebiasaan bertentangan dengan syara’, maka

2 ”8

dimenangkan syara’.

Masyarakat beranggapan bahwa tradisi semacam itu adalah baik, dan
kalau dikorelasikan dengan hukum Islam juga sesuai dengan aturan hukum
Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses akad dan syarat ujrah
kemudian ukuran objek ujrah yang menggunakan uang dan padi tidak
bertentangan dengan syarat ujrah yaitu berupa bilangan, takaran, timbangan
dan yang lainnya.

Ibnu Ruysd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf
maupun khalaf menetapkan boleh terhadap hukum ijarah (ujrah).® Kebolehan
tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat
dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi
sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil. Hal ini terbukti dalam
pembagian upah di setiap buruh tani tidak ada orang yang berkomentar sama
sekali bahkan mereka sudah merasa cukup adil dalam pembagian upah yang
disesuaikan dengan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan

di dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

®lmam Jalaludin, Al-Asybah wa an-Nazir, (Indonesia : Nur Asia, t.t), him. 66
*Ibid., him. 123
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Ay sla2dl 2 s GAl 63 Bl e Ys JARL ARG A O

L')E}JJOS /SOSE'/:/.T\J{

Artinya : “Sesunggunnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl ayat 90)"*

Di dalam As-Sunnah juga telah dijelaskan tentang anjuran untuk

menyegerakan pemberian upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah al-

Thabrani :

~

P Lo & 4. @ oo ad g &, @~ o ¥ or o~

30 2 skl 0 06 o e i o (0 O 5 A s e

(orle ol olg)) 458 Cad O |3

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda :

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering
keringat mereka. (HR. Ibnu Majah)’

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan

tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah

terhadap jasa yang diberikan seseorang.

71Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surakarta : Media Insani
Publishing, 2007), him. 227

"’Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-buyu’, bab al-ajra, (Beirut :
Darul Al-Fikr, t.t) Il : 84-85, hadits no. 2483



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem tukon beras

(pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa Tegalsari Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa
Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali bahwasanya dalam
pelaksanaan pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upah
sampai pada saat masa panen tiba. Hal ini berdasarkan adat atau kebiasaan
yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan
dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam menghitung besar kecilnya
upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu
kerja yang telah dikerjakan oleh pihak buruh tani. Perhitungan tersebut
dimulai dari waktu kerja setengah hari, satu hari penuh dan seterusnya.
Bentuk upah yang diberikan berupa barang yaitu padi/gabah dari hasil
panen tersebut. Besarnya upah berupa padi/gabah diukur dengan
menggunakan takaran piring. Upah setengah hari biasanya diberikan
padi/gabah 10 piring atau setara dengan 5 kg gabah basah yang kemudian
disesuaikan dengan jumlah waktu kerja.

2. Sistem tukon beras (pengupahan terhadap buruh tani) yang ada di Desa

Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dapat dilihat serta

69
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dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dapat dipandang dan dikategorikan
sah serta dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan
subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak
bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan dalam hukum Islam.
Sikap saling tolong-menolong menjadi landasan bagi masyarakat Desa
Tegalsari untuk dapat hidup saling berdampingan. Sikap tolong-menolong
ini selalu tercipta dan dibangun di antara sesamanya sehingga selalu
tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. Serta dapat saling memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan baik. Seperti yang selalu diajarkan oleh Islam
sendiri bahwa hidup harus saling tolong-menolong, terutama dalam hal
kebaikan. Kerja sama yang terjadi di masyarakat ini juga merupakan
cerminan dari sikap saling tolong-menolong. Sistem tukon beras ini
menurut hukum Islam diperbolehkan karena di dalamnya terdapat akad
yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi
Adat atau Urf bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan dan antara
pihak pemilik sawah dengan buruh tani pun tidak saling merasa dirugikan.
B. Saran-Saran
1. Kepada para buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti
terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja antara pihak buruh tani

dengan pemilik sawah.
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2. Kepada pemilik sawah hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap
segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama
dalam pemenuhan hak buruh tani.

3. Penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan sempurna
serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non
teknis. Maka dari itu masukan, saran dan kritikan yang bersifat
membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini untuk

kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.
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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pertanyaan

1.

2.

Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
Siapakah yang menetapkan upah?

Kapan upah tersebut ditetapkan?

Upah jenis apa yang Saudara terima?

Berapa upah yang Saudara terima?

Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?



PEDOMAN WAWANCARA

Informan Tambahan (Pemilik Sawah)

Nama

Umur

Jenis Kelamin :

Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
4. Siapakah yang menetapkan upah?

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Suparno
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Ya, karena Saya mempunyai keahlian bertani, mas.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara
4 sampai 5 kg gabah basah.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.

. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang memberikan pekerjaan kepada

Saya untuk menggarap sawahnya.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Ahmadi
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan formal terakhir Saya SLTP, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Ya karena Saya suka menjadi buruh tani, mas. Setiap hari Saya pergi
ke sawah untuk bekerja.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah sendiri, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara
4 sampai 5 kg gabah basah.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Kalau menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.



8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah menyuruh Saya untuk bekerja

menggarap sawahnya.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Slamet
Umur : 62 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTA, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya di rumah menganggur, mas. Jadi , Saya memilih bekerja
sebagai buruh tani.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas. Karena Beliau yang
memberikan upah kepada buruh tani.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah tersebut ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terimah berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima yaitu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara
4 sampai 5 kg gabah basah.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Menurut Saya, upah tersebut sudah seimbang (adil), mas.



8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
Jawab : Ya mas, tapi pemilik sawah membayar upahnya ditunda sampai masa

panen tiba.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Wahyudi
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya bekerja sebagai buruh tani hanya sebagai pekerjaan sampingan
aja, mas.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah biasanya pemilik sawah sendiri, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan biasanya setelah pekerjaan selesai, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima itu 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena Saya sendiri sebagai buruh tani tidak terlalu

mempermasalahkan upah yang Saya terima.



8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang berhak untuk membayar upahnya

kepada buruh tani.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Kiplani
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTA, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya sudah biasa bekerja di sawah, jadi Saya memilih untuk
menjadi buruh tani, mas.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah ya pemilik sawah, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan saat selesai pekerjaan menggarap sawah, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah, mas.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, sudah seimbang (adil).

. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah yang selalu membayar upah.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Suparji
Umur : 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Saya menjadi buruh tani karena Saya tidak mempunyai pekerjaan lain,
mas.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menetapkan upah pemilik sawah sendiri, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah jenis padi/gabah basah yang Saya terima, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah, mas.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah dan buruh tani sudah saling ridha

dalam pemberian upah.



8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayar upahnya, tapi upahnya

dibayarkan saat masa panen tiba.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama : Bp. Maksudin
Umur : 55 tahun
Jenis Kelamin - Laki-laki
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?
Jawab : Pendidikan terkahir Saya SLTA, mas.
2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
Jawab : Saya bekerja sebagai buruh tani hanya pekerjaan sampingan aja, mas.
3. Siapakah yang menetapkan upah?
Jawab : Pemilik sawah sendiri yang menetapkan upah, mas.
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.
5. Upah jenis apa yang Saudara terima?
Jawab : Upah jenis padi/gabah basah yang Saya terima, mas.
6. Berapa upah yang Saudara terima?
Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah, mas.
7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?
Jawab : Ya mas, menurut Saya upah tersebut sudah seimbang (adil).
8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayar upah.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama > Ibu Fatimah
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?

Jawab : Pendidikan terakhir Saya SD, mas.

. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?

Jawab : Karena Saya suka bekerja menjadi buruh tani di sawah, mas.

. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Yang menentukan upah pemilik sawahnya sendiri, mas.

. Kapan upah tersebut ditetapkan?

Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.

. Upah jenis apa yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa padi/gabah basah, mas.

. Berapa upah yang Saudara terima?

Jawab : Upah yang Saya terima berupa 10 piring yang dikira-kira bekisar
antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?

Jawab : Ya mas, karena disesuaikan adat dan tradisi masyarakat di sini.

. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas,



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama . Ibu Sumiyati
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?
Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.
2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
Jawab : Saya memilih bekerja sebagai buruh tani karena Saya tidak
mempunyai pekerjaan tetap, mas.
3. Siapakah yang menetapkan upah?
Jawab : Ya pemilik sawah, mas.
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
Jawab : Upah ditetapkan setelah selesai pekerjaan, mas.
5. Upah jenis apa yang Saudara terima?
Jawab : Upah jenis padi/gabah basah, mas.
6. Berapa upah yang Saudara terima?
Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah, mas.
7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?
Jawab : Ya mas, karena disesuaikan dengan adat yang ada di sini.
8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, karena pemilik sawah yang wajib membayarkan upahnya.



HASIL WAWANCARA

Informan Utama (Buruh Tani)

Nama > Ibu Sumini
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pertanyaan

1. Apakah pendidikan formal terakhir Saudara?
Jawab : Pendidikan terakhir Saya SLTP, mas.
2. Mengapa Saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
Jawab : Karena Saya selalu bekerja di sawah untuk kebutuhan sehari-hari,
mas.
3. Siapakah yang menetapkan upah?
Jawab : Pemilik sawah yang menetapkan upah, mas.
4. Kapan upah tersebut ditetapkan?
Jawab : Setelah selesai bekerja menggarap sawah, mas.
5. Upah jenis apa yang Saudara terima?
Jawab : Upah jenis padi/gabah basah, mas.
6. Berapa upah yang Saudara terima?
Jawab : Upah yang Saya terima 10 piring yang dikira-kira bekisar antara 4
sampai 5 kg gabah basah, mas.
7. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?
Jawab : Ya mas.
8. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?

Jawab : Ya mas, pemilik sawah selalu membayarkan upahnya.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Muhyidin
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

9. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
Jawab : Caranya dengan menemui buruh tani langsung, mas.
10. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?
Jawab : Ada 2 mas, yaitu sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.
11. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.
12. Siapakah yang menetapkan upah?
Jawab : Saya sendiri sebagai pemilik sawah, mas.
13. Kapan upah tersebut dilaksanakan?
Jawab : Setelah selesai pekerjaan, mas.
14. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?
Jawab : Lama waktu yang dikerjakan buruh tani, mas.
15. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.
16. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Masykur
Umur : 62 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
Jawab : Langsung menenemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Sebagai pemilik sawah, Saya sendiri yang menetapkan upah, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah buruh tani selesai bekerja menggarap sawah, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu yang digunakan buruh tani menggarap sawah, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas. Karena disesuaikan dengan adat dan tradisi di sini.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Sumarno
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?

Jawab : Langsung menemui buruh tani dan menyuruh untuk menggarap
sawah, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah saja dan upah yang diberikan 10
piring yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri mas yang menetapkan upahnya.
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?
Jawab : Setelah buruh tani menggarap sawah, mas.
6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?
Jawab : Lama waktu buruh tani bekerja menggarap sawah, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Sajadi
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri, mas.

5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah selesai pekerjaan buruh tani, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?
Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Agus
Umur : 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri, mas.
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?
Jawab : Setelah selesai pekerjaan, mas.

6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?
Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas.



HASIL WAWANCARA
Informan Tambahan (Pemilik Sawah)
Nama : Bp. Sutrisno
Umur : 65 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pertanyaan

1. Bagaimana cara mengontak buruh tani?
Jawab : Langsung menemui buruh tani, mas.

2. Ada berapa macam sistem kerja buruh tani?

Jawab : Ada 2 mas, sistem kerja satu hari penuh dan setengah hari.

3. Ada berapa macam bentuk upah dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
Jawab : Hanya berupa padi/gabah basah dan upah yang diberikan 10 piring
yang dikira-kira bekisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah, mas.

4. Siapakah yang menetapkan upah?

Jawab : Saya sendiri sebagai pemilik sawah, mas.
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan?

Jawab : Setelah buruh tani selesai bekerja, mas.
6. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah?

Jawab : Lamanya waktu buruh tani bekerja, mas.

7. Apakah ada imbalan lain selain upah tesebut, kalau ada apa bentuknya?
Jawab : Tidak ada, mas.

8. Apakah biaya upah dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil)?

Jawab : Sudah, mas. Karena disesuaikan dengan adat dan tradisi yang sudah

berlaku di sini.
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